PERLINBUNGAN IIUKUM TERMADAP PEMBAJAKAN ATAS KARYA

MUSIK DARI SUDUT HUKUM PIDANA

ABS(RAK

Pada dasamya lagu tercipia darn kreasi pikir (inteiektual) sebagei perwyjudan kualitas, rasa,
Kkarsa dan kemmumpuan ciptanya. Karya cipta lagu merupakan kaiya yang hadir dan dapat
dirasakan sebagai suztu kcbutuhan yang berSifal imnmatenal (intangible) ataa nea {isik. Musik
vang teriahir dari kekuatan cipta, karsa dag karya serta pengerbagan pik'iantenaga dan wektu
peociptanya juga mecupakan cermmin peradaban dan martabat manusia, [idalsmnya ierdapat
nonna - norma morat yaog hams dikormati sebagai henluk pengakuan terhadap hasil jerh payah
penciptanya kehadiran kurya cipta tersebui bukan saja memberikan kenikimatan terhadap
kebutuhan saja dan jiwa semata tapi basi! ciptaan itu telah pula membenkan mlai - nilar ekononi
Bahkan peluang — peluang usaha yang besar secara lsgal dan tidak tettutup pula kermmgkiazn
secara illegal dengmm Derbugai modus overandi sepert! : Pembajakan Produksi Rekaman Musik,
Peredaran [legal, Pelanggaran Hak Cipta baik dilakukan secara iradisional maupun depgan
mengpeunakan tekoologi canggih yang dewasa ini sebagar fenomena terbaru yang dikenal dengan
istilah Peer 10 Peer (P2P) dan Napster.

Penecgakan hukum dibidang | @k Cipta khususnya atas Karya Cipta Musik ateu [.agu
ioenjadi sustu problem yanp cukup dilematis, sekalipun sudah diatur dalams UTTHC No. 19 Tebun

2002 juga lidak membeqkan hasil yang maksimal drdulam membeiikan perfindungan hukum
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kepada pencipia lagu, Produscr iekainan dan Lembaga penyiaran scria tindakan hukum yang tegas
kcpedy pelaku pelanggarun terhada p Hak Cipta aras Kaiya Musik atau Lagu.

Scbagai bagian dan anggota yang tergabung dalam WTO (World Trade Organizatien),
Pemerintah Indonesia telah meranfikasi perselujuan TRIPs melalar Kepres No. 15 Talnm 1997,
Kepres No. 16 Tahun 1997, Kepres No. 17 Talun 1997, Kepres No. 18 Tahun 1997 dan Kepres
No. 19 Tahun 1997 namun ratifikasi yang dilakukan belum sccara keseluruban hal 1ai disebabkan
terdapatnya berbagai hambatan antara allin factor fukum/Undang-Undang . Faktor aparal
penegak Hukum, Fakior sarana yang tersedia, Faktor masyarakat dan Faktor budrya.

Jiambalan distas. menjadi penghambai pengimplementasian YUNHC Nasional clidalam
memberikzn perlindungan hukum kepada pihak yang terkail atas Karya Cipta Musik atau Lagn
dan Pengpakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran dibidang Hak Cipta atas Kaiya Musik
stay Lagu sebagaimana yang telah diuraikan di ases.

Palam UUHC No. 19 Tahue 2002 penyelesaian sengkela pelanggaran Hak Cipta knnasuk
karya musik 21au lagu dan sanksi bagi pelaku pelanggaran sudab diatur secara tegas dan jelas,
samun implementasi hukwnnya tidak permah dapat dijalankan dnn tidak pecmah memberikan
cutput hukum yang memuaskan, terlebih dalam menyikapi berbagai pelanggaran yang dilakukan
denpgan menggunakan teknologi tinggi. Kegagalan iai bukan banya disecbabkan ketidakmanipuan
sparat pencgak  hukum unwk beradaprasi dengan emajuan teknologi, melainkan juga

J&karenakan matifikasi atas persetijuan TRIPs belum dilakukan secara komprehensif.
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